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ABSTRAK

Mark up anggaran perjalanan dinas sering dijadikan sebagai modus
operandi dalam tindak pidana korupsi, terutama melalui manipulasi biaya
perjalanan yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Namun dalam praktik penegakan hukum, tidak semua kasus
mark up anggaran perjalanan dinas secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai
tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis
normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah
bahan hukum primer putusan Mahkamah Agung Nomor 833 K/Pid.Sus/2009 dan
putusan Mahkamah Agung Nomor 262 PK/Pid.Sus/2014 terkait mark up anggaran
perjalanan dinas. Bahan hukum sekunder Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Analisis bahan hukum dilakukan secara analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pola pertimbangan yang relatif
konsisten dalam menilai mark up anggaran perjalanan dinas sebagai salah satu
bentuk tindak pidana korupsi. Hakim menerapkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999
jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam
menjatuhkan hukuman karena menilai bahwa perbuatan para terdakwa berkaitan
erat dengan kedudukan atau jabatan yang memberikan akses terhadap pengelolaan
anggaran perjalanan dinas, selain itu hakim juga memperhatikan adanya unsur
kesalahan dalam bentuk kesengajaan (mens rea) pada diri pelaku yang bertujuan
memperoleh keuntungan sehingga negara mengalami kerugian.

Saran dalam penelitian ini, diperlukan aparat penegak hukum dapat lebih
cermat dalam menilai praktik mark up anggaran perjalanan dinas sebagai salah satu
modus tindak pidana korupsi, dengan memperhatikan secara komprehensif unsur
penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan serta unsur kesalahan dalam bentuk
kesengajaan. Hal ini penting agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi
dapat dilakukan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum.
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